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ABSTRAK

Pelaksanaan vaksinasi oleh pemerintah dalam rangka penanganan pendemi Covid-19 di
Indonesia kemudian menimbulkan sejumlah polemik hukum. Polemik hukum terkait dengan
pelaksanaan vaksinasi Covid-19 muncul ketika pemerintah mewajibkan bagi setiap warga negara
untuk mengikuti program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya, setiap warga negara
harus dilakukan vaksinasi. Landasan utama bahwa perlindungan HAM merupakan kewajiban
pemerintah adalah prinsip demokrasi bahwa sesungguhnya pemerintah diberi amanah kekuasaan
adalah untuk melindungi hak-hak warga negara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan
studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Dengan menggunakan pendekatan penelitian
yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-
peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang
terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif, kualitatif dan komparatif.

Kewajiban vaksinasi merupakan upaya negara dalam menjamin hak hidup. Dapat ditarik
kesimpulan bahwa kewajiban vaksinasi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden
Nomor.14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka
Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2021, tidak dapat di maknai sebagai pelanggaran hak
asasi manusia karena hak hidup merupakan hak yang tidak dapat di batasi dan dikurangi dalam
keadaan apapun atau hak non derogable rights. Kewajiban vaksinasi merupakan upaya negara dalam
menjamin hak hidup rakyatnya.
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ABSTRACT

The government's implementation of vaccinations in the context of handling the Covid-19
pandemic in Indonesia then led to a number of legal polemics. The legal polemic related to the
implementation of the Covid-19 vaccination arose when the government required every citizen to take
part in the vaccination program carried out by the government. This means that every citizen must be
vaccinated. The main basis that the protection of human rights is the government's obligation is the
principle of democracy that in fact the government is given the mandate of power is to protect the
rights of citizens.

This research is a normative law research using a normative case study in the form of a
product of legal behavior. By using a normative juridical research approach, namely legal research
carried out by examining library materials or secondary data as the basis for research by conducting
a search on regulations and literature related to the problems studied. The collected data was then
analyzed by descriptive, qualitative and comparative methods.

The obligation of vaccination is an attempt by the state to guarantee the right to life. It can be
concluded that the vaccination obligation as stated in Presidential Regulation Number 14 of 2021
concerning Vaccine Procurement and Vaccination Implementation in the Context of Combating the
2021 Corona Virus Disease Pandemic, cannot be interpreted as a violation of human rights because
the right to life is a right that cannot be enforced. limit and reduce under any circumstances or non-
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saat ini, hak-hak tersebut telah
dibatasi untuk memenuhi tujuan
nasional ~ melindungi  rakyat
Indonesia seutuhnya dan
melindungi hak asasinya untuk
mempertahankan haknya atas
hidup yang sehat, dapat terjadi.

Dari uraian di atas, jelas
bahwa banyak variabel yang
saling terkait untuk vaksinasi di
Indonesia. Jadi negara adalah
keadaan darurat, yang
bersangkutan dengan kewajiban
manusia untuk menghormati hak
asasi orang lain (dalam hal ini hak
atas kesehatan orang lain).

PENUTUP

1.

Merujuk pada dua peraturan perundang-
undangan  yang  secara hierarkis
mempunyai  kedudukan yang sama,
namun ruang lingkup materi muatan
antara kedua peraturan perundang-
undangan itu tidak sama , yaitu yang satu
merupakan pengaturan secara khusus dari
yang lain. Lex Generalis disini adalah
Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan, Sedangkan Lex
Specialis disini adalah Undang - Undang
Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
Kekarantina Kesehatan dan Undang -
Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang
Wabah Penyakit Menular Sehingga dalam
konteks ini , vaksinasi dapat menjadi
suatu hal vyang bersifat wajib dan
barangsiapa menghalang-halangi upaya
dalam rangka memutus rantai penularan
Covid - 19 (dalam hal ini adalah menolak
vaksinasi) , maka orang tersebut dapat
dikenakan sanksi.

Kewajiban vaksinasi merupakan upaya
negara dalam menjamin hak hidup. Dapat
ditarik kesimpulan bahwa kewajiban
vaksinasi sebagaimana yang tercantum
dalam Peraturan Presiden Nomor.14
Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin
Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam
Rangka Penanggulangan Pandemi

Corona Virus Disease 2021, tidak dapat
di maknai sebagai pelanggaran hak asasi
manusia karena hak hidup merupakan hak
yang tidak dapat di batasi dan dikurangi
dalam keadaan apapun atau hak non
derogable rights. Kewajiban vaksinasi
merupakan upaya negara dalam menjamin
hak hidup rakyatnya.
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